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~ PRAKATA

bismilahirrabmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat
Allsh SWT, karens atas rshmat dan
hidaysh-Nya. maka Buku Saku/Pegangan

1% ‘Perhitungan Pajak Daerah Kabupaten Kutai
R Timur tahun 2020 ini dapat diselesaikan.
~ Penyusunan  Buku  Saku/Pegangan
Pofhltmgm Pajak Daerah Kabupaten Kutsi
_ Timur ini adalah untuk memperlancar dan
mempermudah serta memberikan informasi
lengkap tentang mekanisme pembayaran
Fr A pajak daerah kepada masyarakat, agar tidak
) ) terjadl  kesimpangsiuran informasi tentang
i ' tata cara perhitungan dan pembayaran pajak
daerah
Buku Ini disusun untuk mensosialisasikan
perpajakan, yang berisi tentang hak dan
kewajiban pajak secara umum dan orang
pribadi pada khususnya sesual dengan
Undang-Undeng Nomor 28 Tahun 2009
5 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
‘ Pemungutan Pajak Daerah, dan Peraturan
; Deerah Kabupaten Kutai Timur Nomor O1
Tahun 2011 tentang Pajek Daerah dan Retribusi
Daerah,




Diharapkan dengan terbitnya buku ini akan membuka
pengetahuan, pemshaman, dan kesadaran masyarakat
khususnya wejib pajak akan pentingnya pajek untuk
pembangunan bangsa dan negara khususnya Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur. Marilah kita jedikan Membayar Pajak
sebagal Budaya yang menjadi  kebanggasn masyarakat
Kabupaten Kutai Timur,

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran
dan kontribusi dalam penyusunan sampal terbitnya buku Ini,
kami ucapken terimakasih, Mudsh-mudsahan Buku Saku/
Pegangan Perhitungan Pajak Daerah inl berguna serta
bermanfaat bagi kita semua.

Billahitaufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum wrwb

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

H. Musyaffa, S.50s..M.5i
NIP. 19710322 200212 1002
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Untuk lebih mengoptimalkan PAD di setisp deerah yang ada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka
pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya
terhadap pemungutan pajak dsn retribusi ke pemerintah
daerah, hal ini tentunya akan mendadi tantangan bagi
pemerintah daerah untuk menggali lebih dalam lagi setiap
pefuang yang ada untuk meningkatkan PAD.

Psjak adalah wat nadi pembangunan daerah, ini bukanlah
isapan jempol belaka tetapi kenyataan dan realita yang ada di
dalam pelaksanaan pembangunan suatu deerah, Karena Pajak
yang dipungut dari masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak akan
dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umum, pemerintah
dan pembangunan,

Pemerintah khususnya pemerintah daerah selalu berupaya
memberikan sosiafisasi baik aktif maupun pasif kepada
masyarakat, memberikan pelayanan dan mempermudsh dalam
proses pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, Peran aktif
masyarakat jugs menjadi kunci keberhasilan dan pelaksanaan
pemungutan pajak.

Untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur [adikaniah
MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI BUDAYA YANG MENJADI
KEBANGGAAN KITA.

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, maka akan kami
uraikan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.




1.Jenss Pajak Provinsi, BAB || Pasal 2 ayat (1) terdin atas :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendarsan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan, dan
e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, BAB |l Pasal 2 ayat {2) terdiri atas :
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir ‘
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Objek retribusi ads 3, yaity ;

1.Jasa Umum, BAB VI Pasal 110 ayat (7).

Jenis Retribusi Jasa Umum adalsh ;

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

¢. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
 Akta Catatan Sipil

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

’c.h-\‘ :
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Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusl Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pernadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Pengeloiaan Limbah Cair

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TET S TO e

2. Jasa Usaha, BAB VI Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daarah
Retribusi Pasar Grosir, dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelstangan
Retribusi Terminal
Retribusi Ternpat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewean
Retribusi Pelayanan Pelabuhan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Tempat Penyeberangan di air, dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

FTTsopanpgop




3. Perizinan Tertentu, BAB VI Pasal 141.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi zin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
¢, Retribusi lzin Gangguan
d. Retribusi fzin Trayek, dan
&. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009
tidak semuanya diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Retribusi
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai
berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah :

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tands
Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusl Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penyedisan dan/atau Penyedotan Kakus dan
Retribusi Sewa Tempat Menara Telekomunikasi
Retribusi BLUD RSUD Sangkulirang

Retribusi BLUD Kecamatan

m. Retribusi Dana Kafitasi JKN pada FKTP

No @

TETIT PGSR

2. Retribusi Jasa Usaha adalah

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retnbusu Pasar Grosir dan/atau Pertokoan



e, Retribusi Tempet Khusus Parkir

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dan

h, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olshraga

i. Retribusi di Tepi Jalan Umum

. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

k. Retribusi Permakaian Kekayaan Daerah (Uji Lab)

L Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Ruang)
m. Retribusi Sarana Ofahraga

n, Retribusi Tempat Pariwisate

3. Retribusi Tempat Perizinan Tertentu adalah :

a, Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi 1zin Tempat Penjuaian Minuman Beralkohol
. Retribusi 1zin Gangguan

d. Retribusi Usaha Perikanan

Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkataan (PBB-P2) untuk Kabupaten Kutai Timur tahun 2014,
penyerahan PBB-P2 tersebut dari KPP Pratama Bontang ke
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 21 Januari
2014, Ini berarti bahwa segals sesuatu yang berkaitan dengan
PBB-P2 menjadi  tanggung jawab ' penuh Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur, Masyarakat yang skan mendaftarkan
tanah dan/atau bangunan bisa langsung ke Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran Bukit

Pelangi Sangatta,

Melalui Buku Perhitungan Pajak Daerah ini, kami memberikan
gambaran secara jelas dan terperinci tentang Pajak dan
Retribusi Daerah terutama tentang "Dasar Pengenaan dan
Perhitungan Tarif/Pajak”.




PEMUNGUTAN PAJAK

Gambaran Umum

1

Pendapatan Daersh :

Seluruh Penerimaan Daerah yang bersumber dari
Pajak Daarah, Retribusi Daerah dan

Penerimaan lain-lain.

Pajak Daerah :

luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayal peryelenggaraan
Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah,

Retribusi Daerah :

Pungutan Daerah sebagal pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi stau badan,

Penerimaan Lain-lain :
Seluruh pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Wajib Pajak/Retribusi Daerah (WP/WR) :

Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan /
Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Pajak / Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan

pemotongan Pajak / Retribusi tertentu.



&,

Subjek Pajak/Retribusi Daersh :
Orang pribadi atsu Badan yang dapat dikenakan
Pajak/Retribusi Daerah.

Objek Pajak/Retribusi Daerah :
Segala sesuatu yang sesual peraturan Perundang-Undangan
dapat dikenal pungutan Pajak/Retribusi Daerah.

Badan:

Sekumpudan orang dan/atau modal yang merupa kan
kesatuan baik yang mefakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Persercan Komandiiter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun,
Firma, Kengsi. Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
Politik, atau Organisasi yang sefenis, Lembaga. bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pemungutan Pajak :

Suatu rangkaian kegiatan mulal dari perhimpunan data objek
Pajak/Retribusi dan Subjek Pajak/Retribusi, penentuan
besarnya Pajak/Retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan Pajak/Retribusi kepada WP/WR serta
pengawasan penyetorannya,

iO. Masa Pajak :

1

Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin
kecusli ditentukan kain,

Tahun Pajak ;
Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila
wajib Pajak/Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun takwin,
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13,

Pajak yang terutang :

Pajak yang harus dibayar oleh WP/WR pada suatu saat, dalam
masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian Tahun
Pajak menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah.

Sistem dan prosedur selanjutnya disingkat SISOUR :
Adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu

kegiatan, serta hubungannya dengan keglatan lain dalam
suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi,
untuk menghasilkan sesuatu yang akan m enjadikan masukan
bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi
lainnya.



Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah sebagal pengganti dari Undang-Undang
nomor 34

Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah,

Peraturan Daerah nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara:
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah,

' Peraturan Pemerintah nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Sistern dan Prosedur Administrasion Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.
Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasl Perangkat Daerah,

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Rl dan Menteri Dalam
Negeri nomer 127/PMK.07/2012 dan nomor 53 Tahun 2012
Tentang Perubahan Peraturan Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri Dalam Negeri nomar 186/PMK.07/2010 dan
nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengaliban
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak
Daerah,

' Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri nomor 213/PMK.07/2010 normor 58 Tahun 2010
Tentang Tabhapan Persiapan Pengaliban Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagal Pajak Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Rl nomor 207/PMK.07/2018
Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah,
| Peraturan Gubernur Kaltim nomor 59 Tahun 2018 Tentang
Nilai Perolehan Air Tanah,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaga Daersh Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 No.2).
Dasar Hukum Pajak Daerah Kabupten Kutai Timur. 2




Dasar Hukum Pajak Daerah Kabupten Kutal Timur,

| PAJAK DAERAH
A. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomaor 1 Tahun

20m

Tentang Pajak Daerah, terdiri dari :

1. Pajak Hotel (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33
Tahun 2015).

2. Pajek Restoran (termasuk Catering dan Jasa Boga).
{Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2012)

3. Pajak Hiburan. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38
Tahun 2012)

4, Pajak Reklame. (Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor 30 Tahun 2011)

5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ). (Peraturan Bupati Kutal
Timur Nomor 32 Tahun 2011)

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Peraturan
Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011)

7. Pajak Parkir. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29
Tahun 2011)

8, Pajak Air Tanah. {Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor
35 Tahun 2012}

9. Pajak Sarang Burung Welet. (Peraturan Bupati Kutai
Timur Nomor 500/K.176/HK/III/2011)

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2011)

B. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 2 Tahury 2011
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan.

1. Peraturan Bupati Kutai Timur No 19 Tahun 2013.
2. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2013,




3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2013,
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2013
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 973/K. 125/2014,

C. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2014 Tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah,

D. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun
Anggaran 2019.

I, RETRIBUSI DAERAH
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Timur Nomer 8 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Umurmn,
2. Peraturan Daersh Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Masa Pajak:
Jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satw) bulan takwin
atau jangan waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan
kepala Daersh,

‘2. Masa Retribusi Daerah:
Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dan Pemerintah Daerah.

3. Tahun Pajak:
Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bils
Waijib Pajak menggunakan tahun buku yang tidsk sama uhun
takwin (butan Januari sampai Desember). ,




4, Pajak Terutang:
Pajak yang haru dibayar pada suatu sast, dalam Masa Pajak,
Dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pajak/Retribusi Daerah ads 2 (dua) jenis sesuai dengan waktu
pemungutarn:
a. Pajak/Retribusi Daerah Periodikak:
Pemungutan Pajak/Retribusi secara tetap
(bulanan/ tahunan):

a.l. Dipungut setiap bulan (masa pajsk bulanan):
Pajak  !Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan,
Air Tanah, Parkir, dil,
Retribugi : Pelavanan Kesehatan, Biaya Cetak KTP, lzin
Trayek. Terminal, dil.
8.2, Dipungut setiap tahun (masa pajak tahunan):
Pajek ! Reklame untuk reklame tetap, papan
nama/merk usaha, PBB
Retribusi ; fjin Gangguan (HO)

b. Pajak/Retribusi Nonperiodikal (sewaktu-waktu/ insidentil):
Pemungutan Pajak/Retribusi Deerah dilekukan saat tesjadi
penyelenggarsan, stay pemberian jasa,

b1, Pajak Reklame untuk reklame tidak tetap, misal reldame
kain (spanduk). selebaran, film yang dipasang beberapa
hari,

b.2. Pajok Hiburan Insidensial, misak penyelenggaraan
pertandin-  gan olahraga, pertunjukan kesenian dsb,

b.3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.




Sistem Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah

1. Official Assessment
Official Assessment adalah wewnangan pemungutan pajak
ada pada aparat pajak (fiscus). Fiscus berhak menentukan
besarnya piutang pajak dengan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Self Assessment
Self Assessment memberikan wewenang kepada Wajib
Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendirl besarnya
piutang pajak yang disetor,

3. With Holding System
With holding system membernkan wewenang kepada pihak
ketige untuk menghitung besarnya pajak yang terutang,

A, Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WR) Aktif

1. Setiap WP/WR mengtsi formulir pendaftaran yang
disediakan oleh Bapenda Kabupaten Kutai Timur dengan
melampirkan KTP, KK, Akte Pendirian Perusahaan.
Keterangan Domisili/SITU, dil, yang sesusl dengan jenis

pajok.

2. Formulir Pendaftaran dan dokumen/lampirannya
diserahkan ke Subdin Pendaftaran dan Pendataan Bapenda
Kab. Kutai Timur,

a. Jika pengisian benar dan lampiran lengkap pada daftar
Formulir Pandaftaran diberi tanda terima dan tanggal
penerimaan. Pada Daftar induk WP, Daftar WP
pergolongan, WP dicatat, Kartu NPWPD, dibenkan
kepada WP,




b. Jika pengisian tidak benar dan kurang lengkap, formuli
dikembalikan kepada WP/WR untuk diperbaiki dan
dilengkapi.

3. Diterbitkan Kartu Nomor Pokiok Wajib Pajak Daersh

(NPWPD), diserahkan kepada WP.

B. Waijib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) non Aktif
Untuk WP/WR yang akan ditutup atau pindah alamat harus
memberitahukan terlebih dahulu ke kantor Badan Pendapatan
Daersh, agar petugas Badan Pendspatan Daerah dapat
memeriksa  hutang Pajak/Retribusi WP/WR yang
bersangkutan.
Jika WP/WR yang non aktif {tutup) baru diketahul setelah
dilakukan pemeriksaan dilapangan, lalu dibuat Berita Acara
hasil pemeriksaan lapangan, berisi tanggasl diketahui WP/WR
tersebut tutup serta alasannya.
Jika WP/WR pindah alamat ke lain Kelurahan / Kecamatan
tidak perlu membuat NPWPD/NPWRD baru, cukup mengganti
kode Kecamatan dan Kelurahan yang baru saja.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WP/WR yang sudah terdaftar dan memiliki kartu
NPWPD/NPWRD. maka sudah mempunyal kewajiban
membayar Pajak/Retribusi Daerah.

Pemungutan Pajek Daerah menerapkan 2 (dua) sistem
berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2009
Tentang Jenis Pajek Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak. yaitu:




Official Assessment. adalah perhitungan Penetapan Pajak

ditakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah melslui

Surat Ketetapan Pajask Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan laporan dari wajib pajak.

Jenis Pajak Daersh yang berdasarkan penetapan Kepals

Daerah:

1. Pajak Air Tanah

2. Pajak Reldame

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan
(PBB-P2)

Self Assessment, merupakan sistem dimana Wajib Pajak
menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang
medalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Jenis
Pajak Deerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yaitu:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4.Pajak Penerangan Jalan

5. Pajak Parkir

6, Pajok Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Sarang Burung Wallet

8. Bea Perolehn Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
yang terutang, langsung menggunakan SSPD-BPHTE,




+ Pembayaran ketetapan dan/atau Pajak/Retribusi dapat
melalui:

1. Bendahara Khusus Penerima {BKP) Badan Pendapatan
Daerah Kutai Timur.

2. Kas Daersh pada Bank Kaltim yang ada o Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur kawasan
Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta dan seluruh kantor
bank yang beroprasi diwilayah kabupaten kutai timur.

+ Prosedur Penyetoran Pajak/Retribusi Daerah
1 Ponyetoran Melalui BKP (Bendahara Khusus Penerima):
a. Untuk Pajak  : BKP menerima setoran uang SSPD
disertai SKPD
Untuk Retribusl : BKP menerima setoran uang SSRD
disertai SKRD
b. Untuk Pajak  : BKP mencap dan/atau validasi SSPD
dengan registrasi, asli SSPD dan
SKPD dikembalikan ke WP.
Untuk Retribusi : BKP mencap dan/atau validasi SSPD
dengan registrasi, asll SSRD
dan SKRD dikembalikan ke WR.

2. Penyetoran Melalui Kas Daerah (Bank Kaltim Cab.

Sangatta)
a. Untuk Pajek  : Kas Daerah menerima setoran uang
dan SSPD disertal Bukti Setoran Bank
(BSB) dari WP.
Untuk Retribusi : Kasda menerima setoran uang SSRD
dan BSD dari WR.
b. Untuk Pajak  : Pejabat Kas Daersh mencap dan
menandatangani SKPD, dan
asli SSPD, asli SSRD, dan BSB
dikembalilan ke WP.
Untuk Retribusi : Pejabat Kas Daerah mencap dan
S menandatangani SKRD, dan asli SSRD,
asli SSRD, dan BS8 dikembalikan ke WR.




Untuk Retribusi : Pejabat Kas Daerah mencap dan
menandatangani SKRD, dan asli SSRD, asli
SSRD, dan BSB dikembalikan ke WR,
<. Untuk WP yang berada di luar Kabupaten Kutai Timur
pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Kaitim Cabang
Sangatta Rek. Kas Umum Daerah Kab. KUTIM, No.0 10130
0 0 12 (menggunakan Slip Permohonan Pengiriman Uang
yang pada kolom berita ditulis jenis Pajak yang disetor dan
nama WP/Badan Usaha, Bukti setar dikirimkan ke Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Kawasan
Perkantoran Bukit Pelaangi Telp. (0549) 25317 atau melalui
Fax 0549-23355,

Penagihan dilakukan terhadap WP/WR yang belum/tidak
membayar sampal tanggal batas pembayaran (jatuh tempo)
yang sudah ditentukan atas:

Pajak : SKPD, SKPDKB, SKPOKEBT, SKPDIB, STPD
Retribusi : SKRD, STRD, SK Permbetulan, SK keberatan dsb.

Penagihan Pasif (Penagihan dengn Surat Teguran):

Penagihan pasif dilakukan dengan mengirim surat teguran 7
hari setelah tanggal batas pembayaran (fatuh tempo), Surst
teguran ini cukup sekall diberikan, dapat bersamaan dengan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah (STRD).




Tata cara penagihan dengan surat teguran:
1. Membuat daftar surat teguran 7 hari setelah tanggs! batas

pembayaran/ jotuh tempo,
2, Menerbitkan surat teguran,
3. Menyampaikan surat teguran kepada WP/WR

Penagihan Aktif (Penagihan dengan Surat Paksa)
Penagihan aktif dilakukan dengan mengirimkan surat paksa, 21
harl setelah pengiriman surat teguran. Surat perintah
Pelaksana Penyitaan, 2x24 jam setelah penerbitan surat paksa.
Surat pelaksanasn lelang, sampai 14 han setelah penyitaan
oleh juru sita,

Tata cara penagihan dengan surat paksa:
1. Membuat daftar paksa, 21 hari setelah penerbitan Surat
Tegur kepada WP/WR tidek/belum membayar
Pajak/Retribusi.
2. Menerbitkan surat paksa, dengan tanggal batas
pembayaran 2x24 jam setelah tanggal penerbitan Surat
Paksa.

3. Menyampaikan surat paksa kepada WP/WR.

Pejak Daerah Kabupaten Kutal Timur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah terdiri dari 11 Pajak dan telah Diperdakan,
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Timur nomor 1 Tabun
2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkantoran,




Masing-masing pajak mempunyai prosentasi sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 %

2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 %

3, Tarif Pajak Hiburan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

a) Khusus Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional 10 %

b) Selain Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional 20%

4, Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 %. (sudah
terakumulasi dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2011).

5. Tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) :

- Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain
selain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas
alam ditetapkan sebesar 10 %.

- Penggunaan tenaga listrik yang dipercieh dari sumber lain
oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,
ditetapkan sebesar 3 %.

- Penggunaan tenags listrik yang dihasiikan sendiri
ditetapkan sebesar 1,5 %.

&. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan
sebesar 25 %

7. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 %

8, Tarif Pajak Alr Tanah ditetapkan sebesar 20 %

9. Tarif Pajak Sarang Burung Wallet ditetapkan sebesar 20 %

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang
terutang, langsung menggunakan SSPD-BPHTB ditetapkan
sebesar 5 %.

11.Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan sebesar
05 %




|, VERIFIKASI SSPO-BPHTB

1. Kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kuta:
Timur yang akan memverifikasi Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perclahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(SSPD-BPHTB) dari Bank Kaltim agar melampirkan:

« Foto Copy KTP/SIM (SIM/KTP yang asli diperfihatkan),

» Foto Copy SPPT-PBS tahun berjatan dan tidak
mempunyai tunggakan 5 tahun kebelakang (SPPT-P88
dan tanda bukti pembayaran yang asli diperlihatkan).

« Foto Copy sertifikat bagi yang jual befi (Sertifikat asii
diperlihatikan)

* Foto Copy Pelepasan hak/Surat Segel bagi yang
membuat Akte Tanah (Surat Pelepasan hak /Segel yang
ashi diperfihatian),

« Foto Copy Peta Bidang untuk mendapatkan hak Baru
(Peta Bidang yang asli diperiihatkan),

+ Surat kuasa yang dikuasakan. '

2. Verifikasi SSPD-BPHTB di Bidang PBB & BPHTB Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Komplek
Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.

3. Wajib Pajok yang akan memverifikasi SSPD-BPHTB
sobelum diterimanya SPPT-PBB tahun berjalan, harus
memperiihatkan Surat keterangan NJOP tahun berjaian
yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Kutai
Timur.

4, Blanko Permohonan Surat keterangan NJOP bisa diambil
di Badan Pendapatan Kabupaten Kutal Timur Komplek
Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.

5. Pengisian Blanko SSPD-BPHTE oleh Wajib Pajak hendaklah
teliti dan dicek ulang agar terhindar dari kesalahan
perhitungan pajak yang disetorkan ke Bank Kaltim.




Il PAJAK BUMI & BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN &
PERKOTAAN (PBB-P2)
1. Penyampalan SPPT PBB-P2

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB
diterima dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan,

b. SPPT P88 diterima melalui Juru Pungut
Desa/Kelurahan/Ketua RT. Setempat dan diteruskan
kepada Wajib Pajak.

¢. Jatuh Tempo Pembayaran tanggal 30 September 2015,
Untuk tahun berikutnya tanggal § bulan menyesuaikan.

d. Apabila ada perubahan dapat dilakukan perbaikan
secepatnya pada loket pembayaran PBB Bapenda Kutai
Timur pada hari kerja.

e. Pengajuan permohionan pembayaran PBB-P2 dapeat
dilakukan perorangan stau kolektif dengan memenuhi
persyaratan kelengkapan berkas yang telah ditentukan.

2. Penagihan SPPT PBB-P2

a. Penagihan dapeat dilskukan secara perorangan atau
kolektif

b. Untuk penagihan bersifat sementara Juru Pungut Desa
dapat melakukan penagihan kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan STTS sementars dengan
Ketentuan ; Lembar Putih untuk wajib Pajak dan

Lembar kuning untuk Juru Pungut Desa.
3. Penyetoran SPPT PBB-P2

a. Juru Pungut desa atau Juru Pungut Kecamatan
memberikan informasi kepads Wajib Pajak untuk
melokukan penyetoran ke Bank Kaltim terdekat pada
jam kerja.




b. Apebila dilskukan penyetoran kolektif oleh Juru Pungut
Dess, dokumen yang digunakan adalah Daftar
Penerimaan Harian (OPH) yang dibuat dalam rangkap
ima.

¢ DPH harus diisi dengan lengkap jelas dan
ditandatangani oleh Penyetor Juru Pungut
Desa/Kecamatan.

d. Wajib Pajak yang melakukan Penyetoran akan
mendapat tanda lunas pembayaran PBB 20146
dan stiker lunas.

e, Penyetor oleh Waljib Pajak pada Bank Kaltim
menggunakan NOP (Nomor Obiyek Pajak) yang tertera
pada lembar kiri atas SPPT baik untuk penyetoran
melalui teller maupun melaiui ATM,

4, Pembayasran PBB-P2 dilakukan pada:

. Bank Kaltim sefaku Bank Persepsi Penerima Pajak Burmi
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kutai
Timur,

b, Semua Cabang Bank Kaltim di Provinsi Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara.

c. Bank Kaltim Cabang Senayan City Jakarta

1. Pendaftaran Data Baru Objek Pajak adalah pendaftaran
objek pajak baru, baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri
maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas
Pendataan.

2. Mutasi Objek / Subjek Pajak adalsh pendaftaran ulang objek
pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh
perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan
spesifikasi tansh maupun bangunan serta adanya mutasi

_ objek pajak.



3. Pembentukan SPPT / SKP adalah pendaftaran permohonan
pembetulan SPPT/SKP karena salah nama, salah alamat,
salah hitung, dan salah zona nilai tanah.

4. Pembatalan SPPT/ SKP adalah pendaftaran permohonan
pembatalan SPPT/SKP.

5. Salinan SPPT/ SKP adalah pendaftaran permohonan Wajib
Pajok atas safinan SPPT/SKP,

4, Keberatan penunjukan WP adalah pendaftaran permohonan
atas kesalahan penunjuk Waijib Pajak.

7. Keberatan ates pajak terhutang adalah pendaftaran
permohbonan keberatan atas pajak terhutang. Keberatan
atas pajak terhutang terjadi karena kesalahan menghitung
luas bumi atau/dan bangunan.

8. Pengurangan Atas Besamya Pajak Terhutang adalah
pendaftaran permohonan pengurangan pajak terhutang
oleh Wajib Pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat
bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa
dan berfungsi massa.

9. Pengurangan dends administrasi adslah pendaftaran
permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidak
mampuan Wajib Pajak.

10. Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian

kelebihan pajak yang dikeluarkan/ dibayar oleh Wajib Pajak,

1. Kompensasi adalsh pendaftaran permohonan

pengembalian kelebihan pajak yang
dikeluarkan/dibayarkan oleh Waijib Pajak. Kelebihan pajak
tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke pembayaran
pajek NOP lain,

12. Penentuan kembali Tanggal Jatuh Tempo adalah pendaftan

permohonan penantuan kemball tanggal Jatuh Tempo.

13. Penundaan Tanggal Jatuh Tempo SPOP

14. Pemberiaan Informasi P88




USER GUIDE

PEMBAYARAN PBB DI ATM

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

LANGKAH 4




USER GUIDE

PEMBAYARAN PBB DI ATM

LANGKAH 5

LANGKAH &

LANGKAH 7

LANGKAH 8




USER GUIDE
PEMBAYARAN PBB DI ATM

TRANSAKS! SUKSES

RESI PEMBAYARAN




DASAR PENGENAAN

CARA PERHITUNGAN
PAJAK DAERAH

..( “
: A
‘/‘/ﬁ



DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
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Pajak Hotel (P erda Mo, 12011)

Meliputi | Hotel termasuk jass
penunfang sedagal ke
iengkapan hotel yang
sifatnya memberckan
kemudahan dan
kenyamanan, termasuk
fasilitas clahragadan
hiburan, penginapan
dan sejenisya
Omneet x 10% x budan

=Pk yang terutang
RpS000 000~ x 10% x 1 bula
= HpS00. 000 -







Pajak Regoran (Perda No. 12011)
Meliputi - - Pelayanan penjuaian
makanan dan/atau
minum an yang dikonsy mal
ol hpe mbell baik
dionsumsiditempat
pe layanen maupun di
tempat iain
~JasaBoga/Catering
Omzetx 10% % bulan
2 Pysl yengterstang

Rp1S00000- x10% x 2bulan

= Rp300.000 -







Pajak Hierms  (Perda No. VN11)

Tant Payak Hburan dklaafibad kan meng s 2
T

« Hbwran Kesenian Rovy 2/ Tradsony

« Soiadndaburan Ke seok an laky /T radisionsd

Shelipiss - Diskotic, Karaoke, Klab Malam,
Perwelenggoraen Kesanan, muyk,
el honte s kecant kan, permaian
bidyard, goif, dan selenisrya,

Contah

a MaxaPya Budanan
Ormzetx 20 % x bulan
= Py yong teruteng
Rp6. 850 000 - x 20 % x 1 bud
= Rpl 10000
a Teruporer {ke g axan Mburan sewaitu-wakty) ©
Jumish kardsx harpakxrosx 10%
& Pajal yang terutng
S0 Ibrkarg sx Rp7S000 x 10 %
111







gk Rekdame [ Perds No 1/2011)

o | Reidams Papen, Billboard, Baliho, Spandk
Mobsl dan 52 jeniswa

oneoh .
A Twwnn

Pangangx Ieie x jares rek| e x s4 x U
= Pyakymgrensoang
2rwx 4rn x RplSO000 - x2 513 x1 tahun

& Fpl2 00 000 - {Lrwmuh b bocaat)
Ternpores

Panjon g letor 3 jeres reklame x| anap
= Pyok yangtenrang

LTrex 2 x 10 lerabar x Rp2 000 - x 25 b
& Fpe0 000 - {urtul arcuk)

*Tarlk Pajok rebdarma 25% sudan dakurmylasikan kadalam harga satuan
pada lampiran peraturan bupat! nomar 30 tahun 2011




HARGA DASAR & TARIF PAJAK REKLAME
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lampiran ; Perpturan Bupati Nomor 30 tabun 201
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Pajah Permmeegun Jalen{PJL [Fends No 12011

Medgat) Perggursanseraga fxrie Seinyang
di%ay | ke sende mapun varg dipe e
dort sumbmrlain

LN MR -Sops
« Rumah Taoggs
~fgn:
- Irduxte
PP Sumte lon  adietny
3 PP noe PN

Cannoh PP nan MY

W TOL bulin » 1.5%

» Py tarstang

4 IES 0 KWS 2 fp 750 s dbulin s 15%
rAn LOGBT 3350,







Pajah Permmeegun Jalen{PJL [Fends No 12011

Medgat) Perggursanseraga fxrie Seinyang
di%ay | ke sende mapun varg dipe e
dort sumbmrlain

LN MR -Sops
« Rumah Taoggs
~fgn:
- Irduxte
PP Sumte lon  adietny
3 PP noe PN

Cannoh PP nan MY

W TOL bulin » 1.5%

» Py tarstang

4 IES 0 KWS 2 fp 750 s dbulin s 15%
rAn LOGBT 3350,
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ajek Minera! Bulan Logam Den Bsuan
Perde No. 12041)

arif Pank Hiburan dilasifikasit s menjad 2
L

=~ Hiburan X senian Raky=t/Tradis oral

- Selant buran Ke serian Raky =t/Trad) conal

21t | Kags atan pengamdilan Mineral
Bukan Logam Dan Satuan

ntoh ©
olurne (M) x nilai Passe/Hargs Standiy x 25%
Pasd g tenutng

[ 2000 M3 x Ap-10.000,- x 25%

= F 5 000 00G- (urtuk Yanah Urug)




DAFTAR NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR

Lampiran : Peraturan Bupeti Nomor 30 tabun 2011
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Pajak Parkir Perda No. 12011

Meliput - pe nyelenggarsan te mpst parkird|
luar badan jalan, baik yang
dige diakan berkatan dengan
pokok Suay usaha, te masuk
pe nyedisan tempat penitioen
kendarsan

Contoh
Lembarx tanf jenis kend sraan x harl x SO%
= Pajak yang tentang

- 150 e mbarx Rp L.000,- x 30 han x 30%

= Rp L 3S0000  (untub endamaan rods dup)

- 150 Jembarx Rp 2000 x %0 hani x 30 %

= Rp 2750000« (untuk ke ndassan rods e mpat)







Fajuk Sir Teneh (Perds Ho. 12011)

Jumnish Volure parmanf st Srtansh
pérusshaeni 1500 m3, daufices
perusshasnnizgakeol Sehrgpariis
peroiehian iy perusshasntersebut aosish

~S0x651 ~FRp. 34050,
lure S-S0 M3« 500688 = Rp. 364 000 -
e STIE- 1000 176 = 950 % 694 = B €50 00,
NPA = Rp 1057 30,

Papok Alr Tanah = 205 x NPA
200 x Ap. 1037 550 -
= g 07 AT -







Pajak Samng Durung Walel
SK Buprd No 5007 1681201 1)

Melp uti - Fergamtandanaou
Ferguasaar Spmng Bururg Walet

1 Sarang Buning Watet Goa Alam
= danh Mitam
«Janb Fatih

2 Saang Burusg Walt Eudideye
« Jenks Hitam
= Janh Tutih

Contoh |
hg x Baga pmokmx 10N
w Fiqukyany Isouiury

ke fp 5000 000-x WN
= Np. 32500000«
(Samag Berung Walet Goa Alsm)

Xy Fp. 7.000.000-x 0N
» Rp 37500 000 -
[Swrmog Berurg Walet bodid aye)
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Hoa Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangenan

ety Pamendahan hak dan pemborian
hak baru,

Contoh
Luas sanah chn/ 3t au Dangunan X NXOP « NF OP.
NPOFR - NPOUTIP 35 % = P sk yang cerutang

oh (Bumi) : &3 m' < Ap. 102000 =Ap. H08ER2000
Begunan - XSm2xig 000 =X S2S0000-
Jumish (NPOP: R p. B2432000,

R SA432000- Ap OO0O00,- x5%=hp. L 171480







Fajak Bumi dan Bangunan Perceman dan Perkotaan
PERDA 82/ 2011)

Contah sathetargan PED-P2

Wt Papk & roempun v o8 ek prakhe mps

1anah 441035800 M2 Sengan ha ra Jual T Rp. 300.000,00/m2
B2 rguman sadeny 00 mzdergan sabarjual | Wi 150.000,00/m2
Taman saluss 300 m2 angan nilas jes! TRp S0.000.00/m2
Pagerssparpang 120 m Santingg rate-rats

Pagar 1.5 m danpen nolaspual | Wy 1 000.00/m2

Basdroys Fakok Papekydagterstang adalahsebage i benkut :
. NIDP Bt : 3003 M. 500.000,30 180, 39000080
CNJOP Ban guses
A Muma h dan garas A0 s Np S50.000
B rAman 2008 Ap. 50000
CRARC (1200 254 Rp. 1S X0
ot Mda Mal Dbjek Pa pk

WIDF yrtuk ge Mitwagin 280
MOP urtgk parhiungsn FE 0
e Papak ddetaplan 0 3%
S ’“‘.mn‘a‘xx 25 4110000000 fp Al o ou




CARA PERHITUNGAN DENDA

Keterlambatan pembayaran pajak (setelah jatuh tempo)
exan dikenakan denda 2% perbulan

- Perhitungan denda untuk masa pajok bulanan dihitung per
bulan, masa pajak tahunan direkapitulasi berdasackan

keterlambatan pembayaran.

Contoh : Pajak Reklame
- Pajak Reklame Bilboard SKPD Nomor 0122 tanggal 3
Februari 2011 dengan jumiah Rp. 2.250.000,-, diterima
WP tanggal 4 Februari 2011 (jatuh tempo saat SKPD
diterima WP, yaitu tanggal 4 Maret 2011),
- WP membayar pajak terutangnya tanggal 2 Agustus 2011,
- Perhitungan dendanya Rp. 2.250.00,- x 2% x 5 bulan = Rp.
225.000,~
Jumiah piutang + denda yang harus dibayar:
Piutang =Rp. 2.250,000,-
Denda =Rp. 225.000,-
Rp. 2.475,000,-
' Perhitungan denda ini sama untuk semua Jenis Pajak
Daerzh.
Pembayaran denda bersamaan dengan pembayaran pajak
terutang bulan berjatan.







BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8, NOMOR 9, DAN NOMOR 10 TARUN 2012

1 R b T
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WP
WR
NPWPD
NPWRD
SKPD
SKRD
SSPD
SSRD
SKP

KEPANJANGAN SINGKATAN

: Wajib Pajak

: Wajib Retribusi

: Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

: Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
¢ Satuan Ketetapan Pajak Daerah

+ Surat Ketetapan Retribusi Daersh

¢ Surat Setoran Pajak Daerah

¢ Surat Setoran Retribusi Daerah

: Surat Katetapan Pajak
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Buku ini diberikan kepada

waijib pajak dan retribusi Secara gratis dan

dapat diperoleh pada kantor Badan Pendapatan Daerah,
Kabupaten Kutai Timur, kawasan Perkantoran bukit pelangi
Sangatta Kutai Timur
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“Partisipasi & Dukungan
anda kami harapkan dalam pelaksanaan
pembagunan daerah dengam
pajak yang disetorkan”
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